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TINJAUAN PUSTAKA
 Dalam Bab II ini akan diuraikan tentang Pertama asas rechtmatigheid dan
 asas doelmatigheid, Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Ketiga Ratio
 Decidendi.
 A. ASAS RECHTMATIGHEID DAN ASAS DOELMATIGHEID
 1. Definisi asas hukum
 Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat
 para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam
 beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan Asas : 1.
 Hukum dasar. 2. Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau
 berpendapat);. 3. Dasar cita – cita (perkumpulan atau organisasi)17
 Sedangkan istilah asas hukum menurut Peraturan Perundang –
 Undangan Republik Indonesia 1945-1998, ialah : bahwa dalam
 penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan
 penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan
 kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin
 kepastian hukum. TAP MPR II/MPR/1998 Naskah GBHN Bab II C (6).18
 Asas – asas hukum ialah prinsip – prinsip yang dianggap dasar atau fundamen
 hukum. Asas – asas itu dapat disebut juga pengertian – pengertian dan nilai – nilai
 yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas – asas itu merupakan titik
 17 Sudarsono, Kamus Hukum Edisi Baru, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan kelima, 2007, h. 37. 18 Tim Redaksi Tatanusa, Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia 1945-1998, PT Tatanusa, Jakarta, Cetakan pertama, 1999. h. 23.
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tolak juga bagi pembentukan undang – undang dan interpretasi undang – undang
 tersebut.19 Menurut Bellefroid asas hukum umum adalah norma dasar yang
 dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal
 dari aturan – aturan yang lebih umum.20
 Pengertian asas hukum umum menurut Notoamidjojo yang dipakai juga oleh
 Sudikno Mertokusumo merupakan pengedapan hukum positif dalam suatu
 masyarakat. Sedangkan van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu
 tidak boleh dianggap sebagai norma – norma hukum yang konkrit, akan tetapi
 perlu dipandang sebagai dasar – dasar umum atau petunjuk – petunjuk bagi
 hukum yang belaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas –
 asas hukum tersebut.
 Asas – asas hukum juga dapat mengalami perubahan. Akan tetapi mengingat
 asas hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, perubahan asas hukum
 amatlah lambat dibandingkan dengan perubahan peraturan hukum. Dengan
 berpegang kepada pandangan bahwa asas hukum yang berlaku disuatu negara
 dapat dipergunakan di daerah lain, dapatlah dikemukaan bahwa asas hukum yang
 lama yang asli yang dimiliki oleh suatu negara mungkin dapat diganti oleh asas
 hukum yang dimiliki oleh bangsa lain karena asas hukum yang asli tersebut tidak
 lagi sesuai dengan situasi yang ada.21
 20 Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, h 5. 21 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h 79.
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Van der Velden mengatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu
 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan
 sebagai pedoman berperilaku.22
 Asas – asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum,
 penerapan hukum dan perkembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum,
 asas – asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai kententuan
 – ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan
 hukum asas – asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan
 penemuan hukum maupun analogi. Sedangkan bagi perkembangan ilmu hukum
 asas hukum mempunyai kegunaan karena di dalam asas – asas hukum dapat
 ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi
 sebenarnya merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itulah penelitian terhadap asas
 – asas hukum mempunyai nilai yang sangat penting baik bagi dunia akademis,
 pembuatan undang – undang, maupun praktik peradilan.23
 Dari beberapa pendapat ahli hukum diatas tentang asas hukum disimpulkan
 bahwa asas hukum merupakan prinsip - prinsip dasar yang berisikan nilai - nilai
 yang menjadi acuan dalam berfikir tentang hukum. Asas hukum tersebut bersifat
 abstrak dan ketika asas hukum tersebut dikonkritkan dalam kehidupan
 masyarakat maka akan berwujud suatu peraturan.
 2. Asas rechtmatigheid dan asas doelmatigheid
 Istilah rechtmatigheid dan doelmatigheid merupakan istilah yang berasal dari
 ranah hukum administrasi negara. Istilah rechtmatigheid dan doelmatigheid sering
 22 Sudikno Mertokusumo, op.cit, h. 5. 23 Peter Mahmud Marzuki, loc.cit, h 79.
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kali ditemukan dalam kajian ilmu tentang pemerintahan seperti halnya pembuatan
 kebijakan publik dan perbuatan para penjabat negara. Namun kini berkembangnya
 paradigma hukum sering kali memasukkan atau mempergunakan istilah tersebut
 sebagai pertimbangan dalam upaya membentuk suatu aturan hukum atau putusan
 peradilan. Untuk memahami hakikat dari istilah rechtmatigheid dan doelmatigheid
 berikut adalah beberapa penjelasannya.
 Pengertian dari doelmatigheid : daya guna, kemanfaatan, kegunaan, manfaat
 dan tujuan; behalve de rechtmatigheid moet ook de ~ in aanmerking worden
 genomen selain pertimbangan yuridis, pertimbangan manfaat dan tujuan pun harus
 diperhatikan.24
 Asas yuridiksi (rechtmatigheid), artinya, keputusan pemerintahan maupun
 administrasi tidak boleh melanggar hukum (Onrechtmatigeoverheidsdaad).25
 Selanjutnya dijelaskan bahwa istilah keabsahan adalah terjemahan dari istilah
 Belanda " rechtmatigheid" ( van bestuur). Rechtmatigheid = legalitas = legality.
 Ruang lingkup keabsahan meliputi : 1. wewenang; 2. prosedur; 3. Substansi.
 E.Utrecht berpendapat bahwa dia dapat menerima pembagian kekurangan
 ketetapan kedalam kekurangan yang esensial ( inti) dan yang bukan yang esensial.
 Namun kandungan kekurangan tersebut harus dilihat secara kasuistis yang penting
 bahwa keputusan administrasi negara adalah pemanfaatan / kegunaannya
 “doelmatigheid” lebih penting dari pada sesuai tidaknya dengan hukum positif
 “rechtsmatigheid”.26
 24 Marjanne Termorshuizen, op.cit, h. 103. 25 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta,Ghalia Indonesia, 1988, hal 87. 26 Boedi Djatmiko, Karakter Hukum Keputusan PTUN, Yogyakarta, 2009, Dapat diakses di http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/karakter-hukum-keputusan-ptun.html
 20
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Pengertian asas kepastian hukum atau rechtmatigeheid diartikan
 sebagai asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan
 perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
 penyelenggara negara.27
 Meminjam istilah dari bidang hukum administrasi, kebebasan itu harus
 mempunyai doelmatigheid atau tujuan sesuai dengan bevoegheid atau
 ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya bahkan seharusnya sesuai
 dengan expertise atau keahlian yang dimiliki oleh hakim tersebut. Dalam
 hal inilah penelitian itu menjadi bermakna28. Disamping itu putusan hakim
 harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat.
 Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat
 menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Dengan
 adanya sengketa keseimbangan tatanan di dalam masyarakat itu terganggu,
 dan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali.29
 Dari beberapa pendapat ahli hukum diatas tentang asas rechtmatigheid dan
 asas doelmatigheid, dapat disimpulkan pengertian dari asas rechtmatigheid
 adalah asas yang lahir dari suatu negara hukum yang fungsinya untuk
 menciptakan kepastian atas hukum yang ada dalam negara tersebut. Asas
 rechtmatigheid bersifat abstrak namun ketika asas tersebut diaplikasikan di dalam
 masyarakat maka dirasakan jelas dampak dari asas rechtmatigheid tersebut.
 Sedangkan pendapat tentang asas doelmatigheid adalah asas yang telah lahir
 27 Dapat diakses di www.google.com. 28 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm. 82. 29 Sudikno Mertokusumo,op.cit, ,hal 92.
 21
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sebelum asas rechtmatigheid. Substansi dari asas doelmatigheid tersebut adalah
 kemanfaatan. Kemanfaatan pada dasarnya adalah salah satu bentuk asas yang
 perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu hukum terlebih lagi suatu kepastian
 hukum. Kesimpulan dari kedua pendapat singkat tersebut yaitu asas
 doelmatigheid memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi dari pada asas
 rechtmatigheid. Sehingga dalam kondisi apapun ketika asas rechtmatigheid dan
 asas doelmatigheid ini sangat tidak sejalan bahkan menjadi nampak kontras sekali,
 maka asas doelmatigheid yang harus didahulukan. Hakikat hukum sendiri bila
 dilihat pada awal lahirnya hanya mengandung unsure keadilan dan kemanfaatan
 “doelmatigheid”. Sedangkan kepastian hukum “rechtmatigheid” adalah asas
 yang lahir dari adanya suatu kelompok, bangsa, maupun negara.
 3. Tujuan hukum
 Menurut Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (yaitu keadilan,
 kemanfaatan, dan kepastian hukum), Keadilan harus menempati posisi
 yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan. Secara
 historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian
 menempati peringkat 2 yang paling atas di antara tujuan yang lain.
 Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut
 Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak
 berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat
 hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu.
 Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan
 menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah
 22
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demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama,
 karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri.
 Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan
 yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling
 bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh
 sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan
 dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang
 istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.30
 Setelah melakukan penelitian dari beberapa sumber yang ada, teori
 yang dirasakan sejalan dengan asas doelmatigheid dan asas rechtmatigheid
 yaitu teori Gustav Radburch meskipun dengan menggunakan istilah yang
 lain. Persamaan arti isilah tersebut adalah seperti ini, asas rechtszekerheid
 (Bld); kepastian hukum.31 = asas rechtmatigheid sedangkan asas
 zweckmassigheit = asas doelmatigheid.
 Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai
 identitas. (1) Asas kepastian hukum atau rechtmatigheid. Asas ini
 meninjau dari sudut yuridis. (2). Asas keadilan hukum (gerectigheit), asas
 ini meninjau dan sudut filosofis.(3). Asas kemanfaatan hukum
 (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau utility . Asas ini meninjau dari
 sosiologis.32
 30 Zaenal Ahmad Fanani,op.cit. 31 Sudarsono, op.cit, h. 397. 32 Ibid.
 23
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Radbruch yang tesisnya sudah diterima luas oleh komunitas ilmu hukum,
 mengatakan, bahwa cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar
 (grundwerten), yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zweckmaerten), dan
 kepastian hukum (rechtssicherkeit). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada
 dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan dan
 bertentangan satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan
 kepastian hukum. Tuntutan kemanfaatan bisa juga bertabrakan dengan keadilan
 dan kepastian hukum dan seterusnya.
 Kepastian hukum atau rechtssicherkeit, security, rechtzekerheit, adalah
 sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu ditulis, dipositifkan, dan menjadi publik.
 Kepastian hukum menyangkut masalah “law Sicherkeit durch das Recht” seperti
 memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan
 kejahatan. Kepastian hukum adalah “scherkeit des rechts selbst” (kepastian
 tentang hukum itu sendiri).33
 Pada mulanya, ajaran prioritas dari Gustav Radbruch dirasakan jauh lebih
 maju dan arif, ketimbang “ajaran ekstrem”, yaitu ajaran etis, utilistis, dan
 dogmatic-legalistik. Namun lama – kalamaan, karena semakin kompleknya
 kehidupan manusia di era modern ini, maka pilihan prioritas yang sudah
 dibakukan, kadang – kadang memunculkan pertentangan antara kebutuhan hukum
 dan kasus – kasus tertentu. Sebab adakalanya dalam suatu kasus keadilan yang
 lebih tepat diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, tetapi
 dalam kasus lain justru terasa lebih tepat jika kemanfaatan lebih dipriotitaskan 33 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 292.
 24
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ketimbang keadilan dan kepastian hukum; dan mungkin lagi, dalam kasus lainnya
 justru kepastian hukum yang lebih tepat di prioritaskan ketimbang keadilan dan
 kemanfaatan. Konsep termutakhir ini yang oleh dunia praktik hukum yang
 dianggap paling relevan untuk menjawab masalah – masalah hukum dewasa ini.
 Meskipun kita menganut teori ajaran prioritas yang kasuistik, tetapi harus
 diupayakan untuk memprioritaskan salah satunya, misalnya keadilannya tetapi
 tidak mengabaikan kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Lagi – lagi paradigm
 triangular concept dari Werner Menski harus digunakan, untuk mengharmoniskan
 ketiga unsure tersebut.34
 Pada perundang-undangan administatif maupun dalam praktek pemerintahan
 sehari-hari, sangat diperhatikan bagaimana caranya serta dengan sarana apa saja
 suatu tujuan pemerintahan disuatu bidang kehidupan masyarakat itu dapat dicapai
 dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam hal ini segi efektifitas dan efesiensi
 “doelmatigheid” merupakan hal-hal yang sangat diperhatikan dalam Hukum Tata
 Usaha Negara. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan atau kontrol
 dibedakan dalam dua jenis, yaitu kontrol a-priori dan kontrol a-posteriori. Kontrol
 a-priori terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya
 keputusan atau ketetapan pemerintah sedangkan kontrol a-posteriori terjadi bila
 pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau
 ketetapan pemerintah, selain itu kontrol dapat pula ditinjau dari segi objek yang
 34 Ahmad ali, op.cit, hal 289.
 25

Page 10
                        

diawasi, yang terdiri dari kontrol dari segi hukum “rechtmatigheid” dan kontrol
 dari segi kemanfaatan “doelmatigheid”.35
 Ketiga unsur itu sebisa mungkin ada dalam putusan secara proposioal,
 yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigheit),
 dan keadilan (gerechtigheit). Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam
 prakteknya jarang terdapat putusan yang mengadung tiga unsur itu secara
 proposional.36
 Perbincangan Radbruch mengenai cita hukum tersebut, menjadi lebih
 menonjol bila ditempatkan pada latar belakang kehadiran hukum modern.
 Semakin hukum itu dituliskan atau dipositifkan, semakin kuat pula nilai
 perbincangan mengenai cita hukum dengan sekalian konsep tentang nilai – nilai
 dasar yang menyertainya. Kemunculan hukum modern membuka pintu bagi
 masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal
 denan nama kepastian hukum itu. Nilai keadilan dan kemanfaatan secara
 tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Sejak ribuan tahun yang lalu
 kedua nilai tersebut ada dalam wacana hukum tetapi kepastian hukum adalah
 sesuatu yang baru.
 B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 1. Definisi putusan Mahkamah Konstitusi
 35 Ade Didik Irawan,Pengantar Ilmu Hukum, 2008, dapat diakses di http://ilmukeadilan.blogspot.com/2010/10/pengantar-hukum-indonesia-phi.html. 36 Sudikno Mertokusumo, op.cit,hal 92.
 26
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Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang
 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti
 dan keyakinan hakim.37 Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan
 hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.38
 Putusan pengadilan merupakan sarana paling efektif untuk
 mengidentifikasi system hukum karena putusan pengadilan sendiri
 notebene merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutus
 kasus hakim harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi
 putusannya. Putusan pengadilan sebagai kaidah hukum bersifat konkret.
 Putusan pengadilan berfungsi untuk menegakkan kaidah – kaidah hukum
 abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan kaidah – kaidah tersebut
 tidak terjadi. Dalam pengertian demikian putusan pengadilan merupakan
 salah satu sumber hukum paling penting di dalam system hukum di
 samping peraturan perundang – undangan.39
 Hakim mungkin menerapkan kaidah yang oleh umum tidak
 dipandang sebagai kaidah hukum tetapi ketika hukum menerapkan kaidah
 tersebut maka karena kewenangannya maka kaidah tersebut menjadi
 kaidah hukum.40
 Putusan seorang hakim tidak dapat diturunkan secara logis dari
 peraturan – peraturan yang berlaku, sebab peraturan itu tidak sempurna,
 37 Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dapat diakses di www.legalitas.com 38 Ibid, Pasal 47 39 Titon Slamet Kurnia, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, PT Alumni Bandung, Bandung, 2009,h. 71-72. 40 Ibid, h. 72
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Page 12
                        

mungkin juga salah atau kurang tepat, sehingga menyebabkan
 ketidakadilan.41
 Mengenai pengertian putusan Mahkamah Konstitusi sangat jarang
 diketemukan, maka Penulis menggunakan penjelasan pasal – pasal yang
 terdapat dalam Undang – undang no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
 Konstitusi. Disimpulkan secara sederhana dalam penulisan ini istilah
 putusan Mahkamah Konstitusi secara sederhana dapat disebut sebagai
 suatu perwujudan dari produk hukum yang memiliki akibat hukum yang
 dirasakan public bukan individu dan bersifat final. Serta dalam memutus
 perkara yang ada hanya di dasarkan pada hukum yang paling tinggi di
 Negara Indonesia yaitu konstitusi Negara Indonesia.
 2. Macam - macam bentuk putusan
 Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan
 sengketa yang dibawakan kehadapannya dapat dibedakan antara putusan yang
 akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan
 berakhirnya sengketa.42
 2.1 Putusan Akhir
 Jenis putusan yang disebut pertama dikenal dengan “putusan
 akhir” yaitu satu sikap dan pernyataan pendapat yang benar - benar
 telah mengakhiri sengketa tersebut.43 Putusan Akhir adalah putusan
 41 T.O. Ihromi, Antropologi, hlm. 101-102. Didalam Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 122. 42 Soedikno Mertokusumo, op.cit, h. 194. 43 Ibid.
 28
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yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan
 peradilan tertentu.
 Dalam persidangan dan hukum acara MKRI, tentu ini diartikan
 bahwa putusan tersebut telah final dan mengikat (final and binding).
 Dalam konteks hukum acara peradilan biasa, putusan tersebut
 mengakhiri sengketa yang dihadapkan pada hakim dalam tingkat
 tertentu akan tetapi masih belum tentu memperoleh kekuatan hukum
 tetap (in kracht van gewijsde) karena masih diberikannya hak dan
 kesempatan upaya hukum kepada para pihak sesuai dengan hukum
 acara yang berlaku.44 Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum
 “condemnatoir”, ada yang bersifat menciptakan “constitutif” dan
 adapula yang bersifatmenerangkan atau menyatakan “declaratoir”.
 Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam tentang macam –
 macam putusan akhir yang dikategorikan berdasarkan sifatnya.
 a. Putusan comdemnatoir Satu putusan dikatakan comdemnatoir kalau putusan tersebut berisi
 penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan satu
 prestasi (tot het verrichten van een pretatie). Hal itu timbul karena
 adanya perikatan yang didasarkan pada perjanjian atau UU, misalnya
 untuk membayar sejumlah uang atau melakukan atau tidak melakukan
 satu perbuatan tertentu. Akibatnya dari satu putusan condemnatoir
 44 Soedikno Mertokusumo, op.cit, h. 194.
 29
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ialah diberikannya hak pada penggugat/pemohon untuk meminta
 tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon.45
 Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum
 pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam putusan
 condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya.
 Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang
 bersumber pada persetujuan atau Undang – undang, yang prestasinya
 dapat tediri dari member, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya
 putusan condemnatoir itu berisi hukuman untk membayar sejumlah
 uang. Karena dengan putusan condemnatoir itu tergugat diwajibkan
 untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada Penggugat yang telah
 ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (execution force). Jadi
 putusan condemnatoir itu kecuali mempunyai kekuatan mengikat
 kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga member alas ak
 ekskutorial kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa
 melalui pengadilan.
 b. Putusan constitutif
 Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau
 menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan,
 pengangkatan wali, pemberian pengampua, pernyataan pailit,
 pemutusan perjanjian dan sebagainya. Putusan constitutief adalah
 putusan yang meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan satu
 45 Siahaan, Maruarar, op.cit, h. 198.
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keadaan hukum yang baru.46 Putusan constitutif ini pada umumnya
 tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena
 tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat
 hukumannya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari
 pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan
 hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa
 memerlukan upaya pemaksa.
 c. Putusan declaratoir
 Putusan declaratoir adalah putusan dimana hakim menyatakan apa
 yang menjadi hukum. Putusan hakim yang menyatakan permohonan
 atau gugatan ditolak merupakan satu putusan yang bersifat declaratoir.
 Hakim dalam hal ini menyatakan tuntutan atau permohonan tidak
 mempunyai dasar hukum berdasar fakta – fakta yang ada.47
 Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat
 menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak
 menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang
 sah. Putusan declaratoir murni tidak mempunyai atau memerlukan
 upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat Hukum tanpa bantuan
 dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga
 hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.
 46 Siahaan, Maruarar, op.cit , h. 199. 47 Siahaan, Maruarar, op.cit , h. 198.
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2.2 Putusan Sela
 Di lain pihak satu putusan yang belum mengakhiri sengketa
 tersebut, dinamakan “putusan sela”. Di Mahkamah Konstitusi dikenal
 juga beschikking yang di peradilan biasa dinamakan penetapan tetapi
 di MK tersebut dengan “ketetapan”. 48
 Disamping Putusan Akhir masih dikenal putusan yang disebut juga
 putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk
 memperlancar pemeriksaan perkara.49
 Mengenai putusan sela ada bermacam – macam diantaranya adalah :
 a. Putusan preparatoir
 Putusan preparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan
 akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas perkara atau putusan akhir.
 b. Putusan insedentil
 Putusan insedentil adalah putusan yang berhubungan dengan
 insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
 Putusan insidentil belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti
 misalnya Putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam
 perkara.
 c. Putusan provisionil
 Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan
 provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara
 48 Ibid, h. 199. 49 Ibid, h. 193.
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ditiadakan tindakan pendahulukan guna kepentingan salah satu pihak,
 sebelum putusan akhir dijatuhkan.
 3. Susunan dan karakter Putusan Mahkamah Konstitusi
 Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
 a. Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
 KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 b. Identitas pihak;
 c. Ringkasan permohonan;
 d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
 e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
 f. Amar putusan; dan
 g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.50
 Berikut akan dijelaskan secara urut mengenai subtansi dari bagian – bagian
 yang ada dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi.
 Pertama kepala putusan. Setiap putusan pengadilan harus memiliki
 kepala putusan, yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan
 Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini bermakna sangat penting hal tersebut
 dikarenakan tanpa adanya kepala putusan tersebut, maka hakim tidak
 dapat melaksanakan putusan tersebut. Perenungan secara mendasar
 terhadap tersebut arti kepala putusan tersebut adalah Negara Indonesia
 dalam menjalankan roda pemerintahannya berlandaskan pada Ketuhanan
 50 Pasal 48 ayat (2) Undang – undang Nomor 24 tahun 2003.
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Yang Maha Esa serta Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut
 tercantum dalam dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila
 Kedua, Identitas pihak. Dalam bagian ini memuat identitas pemohon,
 termohon, dan pihak terkait yang memuat antara lain: nama, tempat
 tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan.
 Ketiga, Ringkasan permohonan. Posita merupakan Dalil-dalil kongkrit
 tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari
 tuntutan. Kemudaian bagian yang disebut petitum adalah bagian putusan
 yang berisikan dalil-dalil yang menjadi tuntutan para pihak dalam proses
 perkara perdata khususnya dalam surat gugat; merupakan kesimpulan dari
 suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh
 hakim atau pengadilan.
 Keempat, Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
 Persidangan.Keyakinan hakim berdasarkan atas minimal (2) alat bukti
 sebagai dasar pengambilan putusan yang mengingatkan kembali pada sifat
 hukum public dari perkara konstitusi. Tugas hakim adalah mencari
 kebenaran materil yang harus diyakini telah dapat dibuktikan berdasarkan
 bukti yang diajukan kehadapannya.
 Kelima, Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Kemudian
 bagian Pertimbangan atau considerans. Penjelasan mengenai
 pertimbangan atau considerans ini lebih lanjut sebagai berikut;
 a. Pertimbangan atau considerans adalah dasar daripada putusan.
 Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk
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perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya.
 Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak
 sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.
 b. Pertimbangan dari putusan merupalan alasan – alasan hakim sebagai
 pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai
 mengambil putusan demikian (obyektif).
 c. Alasan dan dasar daripada putusan hakim harus dimuat dalam
 putusan.51
 d. Putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban,
 alasan dasar daripada putusan, pasal – pasal serta hukum tidak tertulis,
 pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada
 waktu putusan diucapkan oleh hakim.
 Keenam, amar putusan. Bagian yang disebut amar atau dictum
 merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan. Amar atau dictum
 itu dapat bersifat deklaratif dan dispositive.52 Dikatakan amar atau dictum
 bersifat deklaratif bila amar itu merupakan penetapan daripada hubungan
 hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan amar atau dictum yang bersifat
 dispositive apabila member hukum atau hukumnya mengabulkan atau
 menolak gugatan.
 Ketujuh, Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.
 Penanda-tanganan dilakukan oleh Hakim Ketua. Seandainya ketua sidang
 tidak dapat menandatangani putusan maka penandatanganan dilakukan 51 R. Soeroso, Tata Cara Dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketujuh, 2006, h. 80. 52 R. Soeroso, op.cit, h. 81
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oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat
 dibawah pangkat ketua hakim. Disamping itu pula apabila panitera
 berhalangan untuk menanda – tangani putusan, maka hal tersebut harus
 dinyatakan dengan tegas dalam Berita Acara.
 Syarat tentang bentuk dan isi putusan yang disebut ini apabila
 dilanggar mempunyai akibat hukum tertentu. Akibat hukumnya tidak
 selalu sama. Ada beberapa syarat yang apabila dilanggar akan
 menimbulkan kebatalan (nietigheid) sedang pelanggaran atas syarat lain
 yang tentukan tidak menyebabkan putusan null and void. Syarat irah – irah
 “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, amar putusan,
 hari dan tanggal putusan pengucapan di depan sidang terbuka untuk
 umum, jika dilanggar akan menyebabkan putusan itu batal demi hukum.
 Oleh karenanya tidak boleh dilalaikan pemuatan syarat dimaksud dalam
 putusan Mahkamah Konstitusi.53
 Kemandirian kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu syarat
 dan cirri penting dalam Negara hukum, selain adanya asas legalitas yang
 artinya pemerintahan harus bertindak berdasarkan semata – mata hukum
 yang berlaku, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan
 pemerintahan berdasarkan system konstitusi dan hukum dasar.54
 Dengan adanya MK, proses penjaminan demokrasi yang constitutional
 diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat
 kewenangan constitutional “constitutionally entrusted powers” dan satu 53 Siahaan, Maruarar, op.cit, h. 203. 54 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi yang modern dan terpecaya, h. 18.
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kewajiban “constitutional obligation” MK serta penyelesaian
 persengketaan yang bersifat constitutional dapat diselesaikan secara
 demokratis.55
 Dalam menyelenggarakan tugas – tugas konstitutionalnya, Mahkamah
 Konstitusi harus bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan
 eksternal dalam bentuk apa pun, baik yang muncul dari kalangan
 eksekutif, legislator, para pihak, maupun opini yang muncul di
 masyarakat. Mahkamah Konstitusi juga harus bersifat netral, tidak
 memihak, melihat pekara secara objektif, dan hanya tunduk terhadap
 keadilan dan kebenaran konstitutional. Selain itu, pemeriksaan perkara
 yang dilakukan Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka untuk umum.
 Dalam memutus perkara pun hakim harus selalu memegang hati nurani
 dan selalu berusaha merefleksikan nilai – nilai keadilan yang hidup dan
 berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak hanya
 bertindak atas nama hukum dan perundang – undangan, tetapi juga atas
 nama perasaan keadilan masyarakat.56
 Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mempunyai dua sifat
 yaitu pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara umum.
 Artinya, putusan tersebut tidak hanya mengikat pemohon dan pihak-pihak
 terkait seperti polisi, jaksa, dan para hakim, melainkan mengikat seluruh
 warga negara, bahkan termasuk warga asing yang ada di Indonesia. Kedua,
 55 Ibid, h. 46. 56 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, op.cit, h. 47 – 48.
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Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan sejak dibacakan dalam
 sidang yang terbuka untuk umum dan tidak berlaku surut.
 Seperti banyak putusan yang ada pada umumnya Putusan peradilan konstitusi
 di Mahkamah Konstitusi juga mempunyai akibat hukum. Dalam penulisan ini
 dibicarakan secara khusus tentang putusan penyelesaian sengketa pemilu bentuk
 putusannya adalah Putusan declaratoir. Sifat dari bentuk putusan semacam ini
 murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah
 mempunyai akibat Hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk
 melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.
 Putusan Mahkamah Konsitusi mempunyai tiga kekuatan yakni kekuatan
 mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.
 1. Kekuatan mengikat
 Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki karakter
 khusus yaitu berkaitan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang
 final dan mengikat. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara
 konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
 final. Sifat putusan yang bersifat final tersebut berarti putusan
 Mahkamah Konstitusi mau tidak mau harus dilaksanakan. Tidak
 diperkenankan adanya upaya hukum lanjutan atas putusan Mahkamah
 Konstitusi. Yang demikian dikarenakan Mahkamah Konstitusi adalah
 pengadilan terakhir bagi masyarakat untuk mengadukan hak
 konstitusionalnya.
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Arti dari kekuatan hukum yang mengikat memiliki arti secara positif
 dan negative. Sebuah putusan bersifat mengikat dalam arti positif yakni
 bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak
 dimungkinkan pembuktian lawan. Mengikat dalam arti negatif, artinya
 bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus
 sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang
 sama.
 Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan
 putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak – pihak berperkara
 yaitu pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang
 diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga
 mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam
 wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai huku sebagaimana
 hukum diciptakan pembuat UU. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan
 sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang
 ditujukan pada semua orang.57
 2. Kekuatan pembuktian
 Sebagai sarana penemuan fakta dan kebenaran sangat diperlukan
 sekali adanya alat bukti. Begitu pula dengan Putusan Mahkamah
 Konstitusi yang memiliki kekuatan pembuktian. Putusan Mahkamah
 Konstitusi tersebut merupakan alat bukti yang dapat digunakan dan
 telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Kekuatan hukum pasti
 57 Siahaan, Maruarar, op.cit, h. 208-209.
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yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ada dua sisi yakni
 positif dan negatif. Sisi positif adalah bahwa apa yang diputus oleh
 hakim dianggap telah benar sehingga tidak diperlukan pembuktian.
 Sedangkan sifat negatifnya adalah hakim tidak diperbolehkan memutus
 perkara yang pernah diajukan sebelumnya. Putusan pengadilan yang
 isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti,
 dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara mengenai peristiwa yang
 telah terjadi.
 Dalam perkara konstitusi, yang putusannya erga omnes maka
 permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah
 pernah diputuskan tidak dapat lagi diajukan untuk diuji kembali oleh
 siapapun. Putusan MK yang telah berkekuatan tetap demikian dapat
 digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa
 apa yang diputuskan oleh hakim itu dianggap telah benar. Pembuktian
 sebaliknya tidak diperkenankan.58
 3. Kekuatan ekskutorial
 Karakter dari putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya
 mengandung nilai hukum yang mesti ditaati dan langsung dapat
 dieksekusi. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu bentuk
 perbuatan pejabat negara dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam
 hal ini sengketa pemilukada, yang pada akhirnya nanti akan menciptakan
 atau bahkan mungkin meniadakan suatu hukum.
 58 Siahaan, Maruarar, op.cit, h. 209.
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C. RATIO DECIDENDI
 1. Pengertian ratio decidendi
 Pengertian ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah
 argument/alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum
 yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Sebelum menjelaskan
 fungsi kegunaan ratio decidendi maka terlebih dahulu kita dilihatkan
 tentang pengertian / definisi ratio decidendi. Istilah – istilah lain yang
 sama artinya seperti ratio decidendi adalah legal reasoning dan the ground
 of reason the decision yang dipakai dalam penjabaran berikutnya.
 Ratio decidendi yaitu pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi
 dihasilkannya suatu putusan. Pertimbangan hukum atau legal considerations atau
 ratio decidendi adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang
 mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu
 perkara.59
 Berikut ini beberapa definisi tentang ratio decidendi. Ratio decidendi adalah
 Keputusan dewan hakim yang disadarkan fakta – fakta materi.60
 Ratio decidendi. Means the ground of judicial decision. The general reasons or
 principles of a judicial decision, as abstracted from any peculiarities of the case,
 are commonly styled, by writers on jurisprudence, the ratio decidendi. [Austins
 Jurisprudence, 648 Wharton’s Law Lexicon 14th Ed. At 840].61
 59 Dapat diakses di : http://hukumpedia.com. 60 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris- Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga,2003, h. 475. 61 Justice L.P Singh And P.K Majumdar, Judicial Dictionary, Orient Publishing Company, Second Edition, New Delhi*Allahabad, 2001, page 1109.
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Penjelasan : Rasio decidendi. Berarti dasar keputusan pengadilan. Alasan
 umum atau prinsip-prinsip keputusan peradilan, seperti disarikan dari keanehan
 kasus ini, biasanya ditata, oleh penulis tentang yurisprudensi, rasio decidendi.
 [Austin Fikih, 648 Hukum Leksikon Wharton 14 Ed. Pada 840].62
 Ratio decidendi (Jamak: rationes decidendi) adalah sebuah istilah latin yang
 sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “the
 reason” atau “the rationale for the decision.” Black’s Law Dictionary menyatakan
 Ratio decidendi sebagai “[t]he point in a case which determines the judgment”
 atau menurut Barron’s Law Dictionary adalah “the principle which the case
 establishes.” Kusumadi Pudjosewojo (1976) dalam Pedoman Pelajaran Tata
 Hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (material fact,
 faktor-faktor yang essensiil yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu63.
 Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim
 untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart ratio decidendi inilah yang
 menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan
 deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif”. Ratio decidendi
 adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar
 pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Secara teoritis, selain amar
 putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur
 putusan hakim.
 62 Ibid.
 63 Miftakhul huda, Ratio Decidendi” Kamis, 10 Maret 2011 dapat diakses di
 http://www.miftakhulhuda.com
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Ratio decidendi atau the ground of reason the decision merupakan pondasi
 penting yang juga mengikat. Karena putusan pidana berada di ranah hukum
 publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum
 (algemene belangen).64
 Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti
 adalah ratio decidendi, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim
 untuk sampai kepada putusannya. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan
 kaidah hukum,maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara
 langsung mengenai pokok perkara,yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum
 putusan “ratio decidendi”.65
 Dalam melakukan pendekatan kasus ini ada dua isu yang harus
 diperhatikan, yaitu: what answer(s) did the judge give to the issues of law
 raised by the facts inthis case? What were the main reasons advanced to
 justify the answer(s)?66. Pada prinsipnya pendekatan kasus merujuk pada
 the main reasons advanced to justify the answer(s) atau lazim disebut ratio
 decidendi dan bukan kepada dictum putusan pengadilan. Pedoman untuk
 menemukan ratio decidendi adalah fakta materiil dari kasus (orang,
 tempat, waktu dan segala yang menyertainya). Fakta materiil menjadi
 focus karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang
 tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut.67
 64 Miftakhul huda, op.cit. 65 Sudikno Mertokusumo, op.cit,hal 54. 66 Twinning & Meirs dalam Innis Christie, Op.cit, Session I, hlm 6. 67 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h.119.
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Untuk menemukan ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat
 pada bagian – bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim
 harus menuliskan alasan – alasannya, yaitu ratio decidendi-nya. Di dalam hukum
 Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat dilihat
 pada konsiderans “Menimbang ”pada “Pokok Perkara”. Tidak dapat disangkal
 bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan – alasan yang mengarah kepada
 putusan merupakan tindakan yang kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin
 merupakan pilihan dari bebagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat ditemukan
 dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu.
 Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan
 yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah ratio decidendi putusan
 tersebut.68 Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan
 memerhatikan fakta materiil.69 Fakta – fakta tersebut berupa orang, tempat,
 waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya
 fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para diterapkan
 kepada fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukka bahwa ilmu
 hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan
 dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena
 itulah pendekatan kasus bukanlah merunjuk kepada dictum putusan pengadilan,
 melainkan merujuk kepada ratio decidendi.70 Baik untuk keperluan praktik
 maupun untuk kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut
 68 Ibid, h 123. 69 Ian McLeod, Legal Menthod, Macmillan, London,1999, h 144.
 70 Peter Mahmud Marzuki, op.cit ,hal 119.
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merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu
 hukum.71
 Ada usulan bahwa salah satu metode untuk menemukan apa yang
 menjadi ratio dari suatu perkara tertentu adalah dengan mengkaji
 (berbagai) persoalan dalam perkara tersebut kemudian
 menghubungkannya dengan pernyataan prinsip dari hakim, yang
 menghubungkan fakta – fakta kunci dari perkara ini. Apabila pernyataan
 yudisial berhubungan dengan persoalan tersebut secara langsung, maka ini
 setidaknya akan menjadi salah satu dari rationes dalam perkara tersebut.
 Hakim biasanya akan memberikan alasan terhadap keputusan yang pada
 akhirnya dibuat dan cara dia memandang alasan – alasan ini beroperasi
 sehingga menuntut kepada interpretasinya terhadap persoalan tersebut di
 pengadilan. 72
 Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena hakim secara
 fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam
 menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya
 hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan
 ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen
 kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari
 adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para
 hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak – pihak lain dalam
 71 Ibid , hal 94. 72 De Cruz, Peter, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Sosialist Law, Bandung, Nusa Media, h. 24.
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menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut
 kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan
 dapat tetap bersifat obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan
 intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut dalah hakim yang
 memegang teguh kemandiriannya.73
 Putusan tanpa pertimbangan hukum yang cukup “onvoldoende
 gemotiveerd” akan menjadi alasan untuk membatalkan.74 Ketika melihat
 sebuah keputusan pengadilan, ratio decidendi berdiri sebagai dasar hukum
 atas dasar putusan dijatuhkan. Ratio decidendi secara hukum mengikat
 pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "stare decisis", tidak seperti
 obiter dicta, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang
 mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum.
 Ratio decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua
 pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan - semua
 pernyataan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada
 isu-isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah
 mereka adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) – adalah
 disebut obiter dicta. Menurut pendapat, dissenting opinion juga termasuk
 obiter dicta. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula obiter
 dicta dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi ratio decidendi.
 73 Bambang Sutiyoso dan Hastuti, Sri Puspitasari, Aspek – Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2005, h 54. 74 Siahaan, Maruarar, op.cit, h 203.
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2. Fungsi rasio decidendi
 Pada umumnya, fungsi Racio decidendi atau Legal reasoning, adalah sebagai
 sarana mempresentasikan pokok – pokok pemikiran tentang problematika konflik
 hukum antara seseorang dengan orang lainnya, atau antara masyarakat dengan
 pemerintah terhadap kasus – kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif
 untuk menjadi replica dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan
 buruknya system penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum,
 dan lembaga peradilan.75
 Melihat dan mencermati fungsi dan kegunaan penyuguhan
 pertimbangan - alas hukum “legal reasoning”, dapat dibagi dan
 diposisikan dalam dua bentuk yang spesifik dan tipikal serta menjadi
 bagian tidak terpisahkan, yakni sebagai berikut:
 Fungsi legal reasoning, yakni : sebagai parameter pembeda untuk membentuk
 argument – argument hukum, bagi kepentingan penyelidikan dan penyidikan
 perkara oleh polisi, hakim, jaksa, dan advokat, yang telah dipaparkan sesuai cara
 kerjanya yang bersifat konkrit melalui analisis data masalah hukum “legal
 proble” yang diolah secara proposonal. Karena telah diadakan bedah hukum
 “legal diagnostic”, melalui fakta – fakta konkrit dari suatu kejadian yang
 diobservasi oleh para ahli hukum, kemudian dituangkan dalam diagram yang
 berfungsi secara positif – aktif dan tak terbantahkan, telah diuji klinik hukum
 “legal clinic examination” dengan alat deteksi hukum “legal framework
 75 Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoretis & Empirisme, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2007, h. 34.
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detection” yang disebut sebagai hipotesis penguji “legal examination hypothesis”
 secara vertical dan horizontal.76
 Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat
 penting artinya bagi praktik hukum. Pendekatan perundang – undang
 “statute approach” tidak selalu memberikan pedoman dalam membangun
 argumentasi hukum. Kesulitan yang bisa dihadapi yaitu peraturan
 perundang – undangan tidak memberikan preskripsi yang diperlukan untuk
 membangun argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut maka untuk
 memperoleh kepastian tentang kaidah yang relevan dalam ditempuh
 pendekatan kasus “case approach”, yaitu membangun argumentasi
 hukum dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim
 dalam putusan pengadilan.
 Supaya putusan pengadilan dapat fungsional dengan kepentingan
 praktik hukum, yaitu sebagai sumber hukum dengan pendekatan kasus
 untuk membangun argumentasi hukum, maka diperlukan upaya sistematis
 asi atau klasifikasi sehingga putusan tersebut siap guna. Penganalisisan
 (yaitu sistematisasi atau klasifikasi) secara cermat putusan – putusan
 pengadilan sangat penting karena dapat mengeleminir saling bertolak
 belakangnya putusan – putusan pengadilan tersebut. Manfaat lain yang
 dapat diperoleh yaitu untuk memilih secara tepat kaidah – kaidah dari
 76 Abraham Amos H.F, op.cit, h. 27-28.
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putusan – putusan tersebut (baca: ratio decidendi) supaya dapat menjadi
 pegangan yang menyakinkan ketika membangun argumentasi hukum.77
 Oleh karena itu, sangat bisa dipahami ketika Scholten menyatakan:
 Mempelajari jalannya perkembangan yurisprudensi “sistematisering” hasil
 – hasilnya, oleh ilmu juga dianggap sebagai tugasnya yang paling utama.78
 Dengan perkataan lain, para pihak akan mencari ketentuan-ketentuan
 hukum untuk menguatkan posisi masing-masing menopang argumentasi
 tersebut.79 Setiap hakim akan mengulas fakta – fakta menyolok dari suatu
 perkara, menentukan persoalan (factual dan/atau hukum) yang harus
 diputuskan dan selanjutnya mengulas argument hukum dalam suatu cara
 tertentu memutus persoalan tersebut, sebelum sampai pada suatu
 kesimpulan dan keputusan, yang biasanya diekspresikan sebagai
 pernyataan prinsip hukum “ratio decidendia” yang akan menggabungkan
 fakta – fakta terpenting dari perkara tersebut.80 Barangkali penting juga
 disinggung sedikit dua hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hakim.
 Ada bagian yang disebut sebagai “ratio decidendi” yang merupakan
 bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan
 diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian pertimbangan
 ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan
 77 Titon Slamet Kurnia, op.cit, h. 89. 78 Paul Scholten, Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda,h. 120. 79 Admin, Hak Terdakwa Untuk Didampingi Advokat,diakses melalui http://www.lbh-makassar.org/?p=3738, July 24, 2011 80 De Cruz, Peter, op.cit, h. 352 – 353.
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mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.81
 Ratio-nya telah ditetapkan sebagai ‘ prinsip yang harus diambil dari
 keputusan hakim berdasarkan fakta – fakta yang dianggap hakim sebagai
 materi (Goodhart (1931)). Ini akan didasarkan pada interpretasi individual
 sang hakim terhadap fakta – fakta yang ada. Ratio ini, hanya terbatas pada
 keputusan yang memiliki potensi mengikat pada pengadilan di masa yang
 akan datang. Pokok – pokok hukum yang tidak punya kaitan erat dengan
 ratio akan dianggap sebagai dicta dan disebut sebagai obiter dicta
 (disampaikan dengan singkat), dan pernyataan semacam itu tidak mengikat
 bagi pengadilan di masa yang akan datang. Kesulitan dalam
 mempraktekannya adalah bahwa tidak selalu jelas atau tidak selalu mudah
 menemukan bagian mana dari keputusan yang merupakan ratio dan mana
 yang dicta.
 Disimpulkan ratio decidendi adalah salah satu bagian dari putusan
 pengadilan yang berisi tentang pertimbangan hukum seorang hakim dalam
 memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim tersebut difokuskan pada
 alasan kuat dan mendasar tentang jawaban mengapa hakim memutus
 perkara yang diadili tersebut. Karena suatu putusan hakim itu memiliki
 suatu dampak bagi masyarakat baik bersifat individual maupun public
 maka seorang hakim harus mampu menyajikan suatu ratio decidendi yang
 81 Siahaan Maruarar, op.cit h. 205.
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bertanggung jawab dan berkualitas. Point penting dari suatu ratio
 decidendi adalah suatu ratio decidendi dapat menjadi embrio lahirnya
 suatu hukum yang baru apabila ratio decidendi tersebut ada dalam rangka
 untuk mengadili suatu kasus yang baru dan belum ada hukum khusus yang
 mengaturnya.
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